Menimbang

Mengingat

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ARUS LALU LINTAS DUA ARAH PADA
RUAS JALAN JENDERAL SOEDIRMAN BAGIAN BARAT

a.

KABUPATEN PURBALINGGA
BUPATI PURBALINGGA,

bahwa untuk meningkatkan fungsi jalan dan
menumbuhkan pusat pusat perekonomian baru pada
Ruas Jalan Jenderal Soedirman bagian barat, maka
perlu diberlakukan arus lalu lintas dua arah sampai
dengan Lingkar Alun-alun Purbalingga selama 24 (dua
puluh empat) jam yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Arus Lalu Lintas
Dua Arah Pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian
Barat Kabupaten Purbalingga;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4953);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ARUS LALU
LINTAS DUA ARAH PADA RUAS JALAN JENDERAL
SOEDIRMAN BAGIAN BARAT, KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



@

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DINHUB adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Purbalingga.

6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, Pengguna
Jalan serta pengelolanya.

7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas
Jalan.

8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan
rel dan jalan kabel.

9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa
lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi
sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu

lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban

setiap Pengguna Jalan.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Arus Lalu Lintas Dua Arah Tanpa
Pembatasan Waktu pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat
Kabupaten Purbalingga.

(2) Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Ruas Jalan Jenderal Soedirman sampai dengan Lingkar Alun-
alun Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan secara
bertahap oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga, anggaran institusi lain dan sumbangan dari pihak lain yang sah
dan tidak mengikat.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh
Kepala DINHUB.



Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang
mengatur tentang Pemberlakuan Arus Lalu Lintas pada Ruas Jalan Jenderal
Soedirman Bagian Barat yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,
ttd
TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 28






